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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPUI,AUAN ARU NOMOR 21
TAHUN 2OL7 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIA}iI GRATIFIIUSI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

. DE.I.*CAIT RAHMATTUI{AEYANG HI#.ffiA
BI.'PATI KEPT,IIAUAN ARU

Menimbang : a- bahwa Ferahrran Bupati Kepufauan Anr Nomor 2l Tahun
2ol7 tentang Pedoman Fengendalian Gratifikasi di
Lingkungen Pemerintatr Ihbupaffi Kepulauan Artr tidak
sesuai dengan perkembangan Tcrnan dan kebutuhan
Daerah sehingga perlu dirubah dan dircvisi kembali;

b- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurr.f a, perlu menetapkan perahrran Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepur,auan Aru Nomor 2l
Tahun 2017 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun i945;

2. undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten seram Bagian Timur, Kabupaten
$eram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor lss, Tambalran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3SO);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Berrih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor TS, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. undang-undang Nomor 31 Tatrun 1gg9 tentang
Pemberantasan Tindak pidana Konrpsi (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor r40, Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ggr4l,
sebagaimana telah diuhah dengan undang-undang Nomor' 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana
Korupsi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia ?ahun 2001
Nomor 134, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 415O1:



7.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahr.r.n 2*02 tentang Kornisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {l,ernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AAZ Nomor i.37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42501,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nornor
1O Tahun 2015 tentang Penetapan Feraturan Pemerintah
Pengganti Undang*Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomcr 30 T:rhun 2'002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Fidana Korupsi
Menjadi Undang-Undang {l,embaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nornor 107, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia l{omor 5698};

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perund.ang-Undangaa {Lembaran
Negara Republik Indoaesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan Iernbaran Negara Repuhlik indonesia Nomor
523a);

Undang-Undang Nomtr 23 ?ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (i",embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al4 Nomor 224, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
?ahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahafl
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2S15
Nornor 58, Tannbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang Aparatur
Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeir 5494h

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Femerintahan
Daerah {Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

Peraturan Femerintah Nomor 6O Tahun 20OB tentang $istem
Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Ncmor a890h

Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiptin Pegawai Negeri Sipil {I"embaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Nes*ra Fprrrrhlilr Tnr{nn*rerin Nnrrnrrr {1 qai.
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t2. Peraturan Fresiden Nomor 55 Tahun 2012 tentar:g $trategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 20}3.2fi25 dan Jangka Menengah Tahun
2QL2-20La;

MEMUTUSKAII{:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUFATI KEPULAUAI{ ARU NOMOR 2L
TAHUN 20fi TEN?ANG PEDOMAN PE},IGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

Pasal 1

Beberapa ketentuam dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 21 ?ahun
2S1? tentang Pedoman Pengendalian Gratifrkasi di Linskungan Pemerintah
Ikbupaten Kepulauan Aru diubah sebagai berikut:

1. Pitambahkan bagian ketiga pada BAB KETENTUAN UMUM tentang Frinsip
Dasar dan ditarnbahkan Fn.sel, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Prinsip Dasar

Pasal 4

{1} Setiap Pejabat/Pegawai w4iib menolak grati{ikasi yang diketahui *ejak awal
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kmrqiiban dan/
atau tugasnya, metputi gratifikasi yang diterima:

a. terkait dengan pemberian layanaa pada Masyarakat di luar penerimaan
yang sah;

b. terkait dengan tugas datam proses penyusunan anggaran di luar
penerirnaan yang sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan
evaluasi di luar penerimaan yang sah;

d. terkait dengan pelak*anaan perjalaaan dinas di luar penerimaan yang
sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

e. dalam pro$e$ penerimaan/promosi/rnutasi Pegavrai;
f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan

piha.k lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangafi:lya;
g. sebagai akibaf dari perjanjian kerjaeama/kontraklkesepakatan dengan

pihak lain;
h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses

pengadaan barang dan jasa;



i" merupakan hadiah atau *auvenir bagi PegawailPengawas/Tamu selarna

kunjungan dinas;
j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas w,isata, voucher oleh

Pejabat/Pegawai datam kegiatan yans terkait dengan pelaksanaan tugae
dan keurajibannya dengan pemberi grati{ikasi yang tidak relevan dengan
penuga$an yans diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi keb{jakanlkeputusaa/perlakuan
pemangku ker*'enangan; dan

l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewqiibanltugas Pejabat/ Pegawai.

(2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang rsemberikan gratifikasi kepada Pegawai

Negeri atau Penyetrenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewa,iiban atau tugasnya.

{3} f}egawai Negeri atau Penyelensgara Negara melaporkan penolakan
gratifikasi s*ba$aimana dimaksud pada ayat (1) kepada UFG di Instansi
terkait.

{4! Dalarn hat UPG di Instan*i Pelapor belum
disampaikan kepada bagian yang

terbentuk, pelaporan
rneqialankan fungsi

pengawasaa/kepatuhan atau kepada atasan langsung.

2. Bab IV tentang Fengelola Grati{ikasi pada Pasal 16 ayat {2} diubah dan
ditambahkan ayat sehingga ayat (3) rnenjadi ayat {4} darr ditambahkan
Pa*al sehingsa Pasal 1? menjad.i Pasal 18 yang berbunyi sebagai 

-ne*rikut 
:

BAB IV
PENG gICII-A GRATIFI KAS1

Fasal L6

{2} $u*unan keang;gotaan UPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, terdiri
dari:

Bupati Kepulauan Aru;
lryakil Bupati Kepulauan Aru;
Sekretaris Daerah;
Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru;
Inspektur Pembatu Wilayah I;
Inspektur Pembantu Wilayah lII;
Inspektur Pembantu lVitrayah IY;
Inspektur Pembaatu Wilayah II;
$taf Inspektur Pembatu Wilayah I;
Staf Inspektur Pembatu \tiilayah II;
Staf Inspektur Pernbatu Wilayah IIX; dan
Staf Inspektur Pembatu lfilayah IV.

{3} Untuk membantu pelak*anaan tugas UPG sebagaimana dimaksud pada
ayat {2}, dihentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPS.

Pasal I"7

{1} Untuk rnenjalankan fungsi koordinasi pelaparan gratilikasi Ketua UPS ata*
nama Bupati meminta satu orang Pegawai pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupd.ten Kepulauan Aru yang akan bertugas melakukan
sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan yang berindikasi

a. Pembina

b. Ptngarah
c. Ketua
d. Sekretaris
e" Anggota



{t} Fe*etapan dan rincian tugas Fegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. DitE$bAhKAN BAB PENGAWASAN, BAB PERLINDUNC'AN DAN

PENftHAR{iAAN, BAB SANKSI dan BAB PEMBIAYAAN sehiagga meqiadi

BAB VIII PENGAWASAN da* seterusnya ys-ng berbunyi sebagai berikut ;

BAE VIII
PENGAWASAN

Pasal 26

{1} PejabatlPegawai atau pihek ketigA yang mengetahui adanya pelanggaran
' ' 

terhadap Peratoran ini, ag&r $egera melaporkan kepada UPG aecara

langsung atau melalui pos/e-mai1 $ekretariat UFG.
(?)pejfbat/-Pegawai atau pitrut ketiga yans melapor sebagaimana dimaksud

pada ayat {li diriamin kerahasiaannya.

Pasal 27

{1} KepaXa SKPD bertanggungiawab atas pelak$anaa$ pengendalian gratifikasi
di sKPDlup?.

{2} Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru bertanggungiawab atas pengawasan' ' 
pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan" Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru.

{3} InJpektur Kabupaten Kepulauan Aru hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} kepada Bupati Kepulauan Aru.

Pasal 28

(1) $eluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten' ' 
Kepulauan Aru wqiib membuat surat pernyataan tent*ng penolakan,
penerirnaan danlatau pemberian gratilikasi secara periodik.

{2} Surat Pernyataan dibuat *etidak-tidakny* 2 {dua} kali dalam setahun pada
akhir hulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.

{3} Surat pernyata*n disampaikan kepada Bupati Kepulauan '{ru melalui UPG.

i+i formuiir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam larnpiran yang merupakan begian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

{5} Untuk pertarna kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan di lingkungan SKPD yang menjalankan
fungsi pelayanan publik.

{6} Peagawasan kepatuhan atas kewqiiban sebagaimana dirnaksud pada ayet

{1} dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 29

{1} Pelapor gratifikasi berhak rnendapatkan perlindungan hukum, yaitu:

a. per1indungall dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat
administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan polapor,
nar11ltn tidak terbatas pada penurunarl peringkat jabatan, penururlaJl
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugaslmutssi atau
hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam ha1 timbul intimidasi atau



c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan

d. keraha*iaan identitas.
{?} Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan

terhadap Pejabat/Fegavrai yang menyampraikan laporan gratifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}.

{3} Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan
diskriminatif atau tindakan yans merugikan Pejabat/Pegawai karena
melaporkan gratifikasi.

{4} Dalam hal terdapat ancannan {isik dan latau psikis kepada.PejabatlPegawai
karena m*laporkan gratilikasi, Pejabat/Pegaurai dapat meminta
perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yang berwenang krdaearkan
Peraturan Perundang:Undangan yans berlal*r.

{5} Pelapor menyampaikan permohonan $ecara tertulis kepada Bupati
Kepulauan Aru rnelalui Ketua UPG dengan tembusan kepada KPK.

Pasal 3O

(1) Pejabat/Pegarrai yang mematuhi ketentuan pengendalian grati{ikasi dapat
diperhitungkan menjadi faktor perrambah dalam penilaian kinerja.

{2} Fenitaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat t1} dapat diiadikan
pertimbangan dalam kebijakan promosi Pegawai atau insentif.

{3} Pelaksana*n penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan
ayat {2} dilaksanakan sesuai dengan Perafirran yang mengatur penilaian
kiaerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB X
SANKSI

Pasal 31

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Peratura.n Perundang-Undangan yang berla"ku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikbankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TAPHD) Kabupaten Kepulauan Aru.
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€mg meng€tahuinya, memerintahkar pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tangsal e6 0Fforlf& Sqg

Diundangkan di Dobo
p*da tanssel A[ Atfuflep Ad$

'ARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ,OI$ NOMOR q?

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

KEPULAu AN FRuh.


